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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /2  B.IXHK 2011

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHAR N UMUM DAERAH (BL D)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNGL

bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan pasal 8 avat (2 Peraturan Nenteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan
Daerah dipandang perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BU D) Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dencan Keputusan Gubernur
Lampung:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-U ndang Nomor
12 Tahun 2008:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20035 tentang Pengelolaan Keuancan
Daerah:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian [ rusan

Pemerintahan aatara  Pemerintah.  Pemerintadhan  Daerah Provinst  Jdan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 [ahun 2010 tentang  Standar - Akuntanst

Pemerintahan:

5. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuvangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007:

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor [ahun 2010 tentung \nggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinst Lampung Tahun Anggaran
2011,

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan  Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung sebagai Pejabat Kuasa Bendahara Umum Dacrah (BU D3 Provins
I.ampung Tahun Anggaran 2011.

Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempuny ai
tugas dan wewenang untuk menerbithan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Anggaran Pendapatan dun Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011

Kuasa Bendaharawan Umum Daerah dalam melaksanakan tgasnyva bertanceuny
Jjawab dan mclaporkan hasil pelaksanannns o Lopada Rondahaed I mom Doaersh



“!h

Pembina

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Seksi Bidang
Marching Band

Seksi Bidang
KORSIK

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ / B.IX /HK/2011
TANGGAL 2011

URAIAN TUGAS

PENGURUS GITA PRAJA SABURALI (GPS)

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2011 -2013

Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Gita Praja
Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung secara umum maupun
yang bersifat teknis.

Memberikan petunjuk baik secara umum maupun teknis pelaksanaan
kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung.

a.

oo o

perumusan teknis operasional Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah
Provinsi Lampung;

. penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana;
. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi: dan
. pelayanan administrasi.

. merencanakan. mempersiapkan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS)

Pemerintah Provinsi Lampung;

. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan Seksi Bidang Marching

Band. dan Seksi Bidang KORSIK.

. bertanggungjawab atas pengelolaan dana Gita Praja Saburai (GPS)

Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan arahan dan kebijakan
Ketua GPS: dan

. melakukan pencatatan, pengamatan serta pelaporan mengenai tugas

yang telah, akan dan belum dilaksanakan oleh masing-masing seksi.

. merencanakan. mempersiapkan kegiatan Marching Band Gita Praja

Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;

. mengkoordinir anggota Marching Band pada saat latihan dan tampil:

dan

. melaporkan hasil kegiatan Marching Band kepada ketua.

. merencanakan, mempersiapkan kegiatan KORSIK Gita Praja Saburai

(GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;

b. mengkoordinir anggota KORSIK pada saat latihan dan tampil: dan

. melaporkan hasil kegiatan KORSIK kepada ketua.




KEEMPAT

KELIMA

Tenbusan:

Hal-hal vang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai (leknis
pelaksanaannya  berpedoman  kepada KNeputusan  Gubernur  Lampung  Nomor
G/ /BNTHK/2010 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2011.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal
31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternvata terdapat
Keheliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestiny a.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 —/— Zcy

GUBERN LANPANG.

SJACHROEDIN Z.P.

I Ketwa BPK RI di Jakarta:

2. Ketua DPRD Provinst Lampung di Telukbetung:

3 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung:

4 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung:

s Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampuny:

6 Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung:

Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung:

S, Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung:
v Direhtur PT Bank Lanipung di Telukbetung:
10 Kepala Satuan Kerja Peranghat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung:



